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BUPATI KARIMUN 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN BUPATI KARIMUN 

NOMOR   1   TAHUN 2018 

TENTANG 
 

PELAYANAN PERIZINAN SECARA ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KARIMUN 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi yang merupakan tuntutan globalisasi informasi 

serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang 

mudah, murah, cepat, efektif, terpadu dan transparan 

kepada masyarakat dan pelaku usaha dikabupaten 

karimun, perlu adanya sistem pelayanan perizinan dan non 

perizinan secara elektronik pada Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun; 
 

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada 
masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu adanya kepastian hukum mengenai 

Pelayanan Perizinan Secara Online pada Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Karimun; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pelayanan Perizinan Secara Online Pada 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Karimun. 

 
 

Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi 

dan kota Batam, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 

tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4880); 

http://jdihn.bphn.go.id/detail/2096/PEMBENTUKAN-KABUPATEN-PELALAWAN--KABUPATEN-ROKAN-HULU--KABUPATEN-ROKAN-HILIR--KABUPATEN-SIAK--KABUPATEN-KARIMUN--KABUPATEN-NATUNA--KABUPATEN-KUANTAN-SINGINGI--DAN-KOTA-BATAM/99uu053.PDF
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

 

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5348); 
 

7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia 
National Single Window; 

 

8. Peraturan Presiden Nomor Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
221); 

 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabuoaten 
Karimun Nomor 3); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN 
SECARA ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN 
KARIMUN. 

 
 

http://jdihn.bphn.go.id/detail/1187/INFORMASI-DAN-TRANSAKSI-ELEKTRONIK/08uu011.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1550/PELAYANAN-PUBLIK/09uu025.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16934/PEMERINTAHAN-DAERAH/14uu023.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/12841/PEMBENTUKAN-PERATURAN-PERUNDANG-UNDANGAN/11uu012.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/14761/PENYELENGGARAAN-SISTEM-DAN-TRANSAKSI-ELEKTRONIK/12pp082.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1408/PENGGUNAAN-SISTEM-ELEKTRONIK-DALAM-KERANGKA-INDONESIA-NATIONAL-SINGLE-WINDOW--/08pr010.pdf
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